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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN
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ABSTRAK

Norima Fania

401 14 11 076

PENEGAKAN HUKUM PRAKTIK USAHA CURANG DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG PIDANA KHUSUS EKONOMI

Skripsi, Fakultas Hukum, 2018

Kata Kunci: Penegakan Hukum, danPraktik Usaha Curang

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan
hukum menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum menjangkau pua sampai
kepada pembuat hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan
dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu
dijalankan. Dalam kenyataan, proses penegakan hukum memuncak pada
pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum Praktik Usaha Curang adalah
suatu tindakan penipuan subjektif yang dapat dilakukan oleh setiap pelaku usaha
dalam bentuk apa saja, mungkin dalam proses produksi suatu barang atau bentuk
yang lain. Tujuan penelitian ini adalah ntuk mengetahui bagaimana penegakan
hukum praktik usaha curang ditinjau dari  Undang-undang pidana khusus
ekonomi, dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penegakan
hukumpraktik usaha curang ditinjau dari  Undang-undang pidana khusus
ekonomi. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif
(Perundang-undangan) dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini yang
pertama adalah adanya pengulangan kasus yang sama dan kurangnya kesadaran
hukum oleh masyarakat maupun penegak hukum untuk meminimalisir atau
bahkan meniadakan praktik usaha curang dan hasil penelitian yang kedua adalah
kurangnya realisasi kerja sama antara pihak instansi terkait seperti pada bagian
penyidikan pihak kepolisian, penuntutan pihak kejaksaan dan pengawasan pihak
Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang
tidak memiliki jadwal pemeriksaan atau sidak secara aktif terhadap korporasi atau
orang perorangan pelaku usaha khususnya untuk bidang obat dan makanan
sehingga hal-hal praktik usaha curang bisa dihindari.
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ABSTRACT

Norima Fania

401 14 11 076

CHEAT BUSINESS LAW ENFORCEMENT PRACTICE BASED ON CRIMINAL
LAW SPECIAL ECONOMIC

Thesis, Faculty of Law, 2018

Keywords: Law Enforcement and Fraudulent Business Practices

Law enforcement is a process to realize legal desires into reality. The law
enforcement process reaches out to lawmakers. The formulation of lawmakers'
thoughts as outlined in the legal regulations will also determine how law
enforcement is carried out. In reality, the process of law enforcement culminated
in its implementation by law enforcement officials of the Cheating Business
Practices as an act of subjective fraud that could be carried out by any business
actor in any form, perhaps in the process of producing an item or other form. The
purpose of this research is to find out how the law enforcement of fraudulent
business practices is reviewed from the special economic criminal law, and to find
out the inhibiting factors of law enforcement fraudulent business practices in
terms of the special economic criminal law. The method used is a method of
normative juridical approach (legislation) and a case approach. The results of
this study are the first is the same case repetition and lack of legal awareness by
the community and law enforcement to minimize or even eliminate fraudulent
business practices and the second result of the research is the lack of realization
of cooperation between relevant agencies such as the police investigation
department, prosecution of the prosecutor's office and the supervision of the Food
and Drug Supervisory Agency of the Bangka Belitung Islands Province which
does not have an inspection schedule or active inspection of the corporation or
individual business actor, especially for the field of medicine and food so that
fraudulent business practices can be avoided.
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